
BAB III

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Intermediasi

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu

pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak

sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi1. Intermediasi yang

dimaksud di sini yang mencakup perantara dalam bidang keuangan yang

memberikan pelayanan dan jasa. Intermediasi keuangan adalah proses

pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga

pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi

unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit2.

Lembaga intermediasi dalam system keuangan Indonesia antara lain

terdiri dari bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP),

perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksa dana.

Lembaga keuangan yang tidak melakukan fungsi intermediasi antara lain

perusahaan sekuritas, perusahan broker, dan dealer pasar modal, perusahaan

brokers termasuk pula dalam kelompok ini, sehingga tidak semua lembaga

keuangan melakukan fungsi intermediasi.

Pada prinsipnya intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi

beberapa jenis berikut:

1 Latifa M Algoud Dkk, Perbankan Syariah, (Jakarta: Serambi, 2004), Cetakan Kedua,  h.
96.

2 Veithzal Rivai, Dkk, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), h. 20.
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1. Depository Intermediaries

Karena sebagian besar sekuritas sekundernya yang merupakan

sumber dana terdiri dari berbaga i bentuk simpanan antara lain giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang diterima dari

sektor usaha, rumah tangga, dan lembaga pemerintah. Lembaga

intermediasi keuangan ini dapat pula disebut sebagai lembaga penghimpun

termasuk bank umum, BPR, Lemabaga Dana dan Kredit Pedesaan

(LDKP).

2. Contractual Intermediaries

Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam

usahanya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial

terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Lembaga

intermediasi yang memberi jasa kontraktual semacam ini yang paling

dikenal adalah perusahaan asuransi kerugian dan dana pensiun.

3. Investment Intermediaries

Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang

dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual

apabila investor membutuhkan dananya kembali. Investment

Intermediaries antara lain trust funds, mutual stock funds, money market

funds, trust and investment companies3.

3 Ibid, hal. 21
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B. Defenisi Zakat

1. Defenisi secara bahasa

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang

berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji.

2. Defenisi secara istilah

Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu

yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak

menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Yang dimaksudkan dengan zakat sejumlah harta tertentu yang telah

mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya4.

Menurut terminology syariat, zakat adalah kewajiban atas hata

tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Jadi,

bisa diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (hak

Allah Ta’ala ) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang

berhak menerimanya5.

Menurut terminology fuqaha, zakat adalah memberikan harta yang

telah ditentukan Allah bagi yang berhak dengan memutuskan manfaat dari

segala sisi. Defenisi lain mengungkapkan, zakat adalah hal wajib bagi Allah

dalam harta tertentu.

Mengenai kewajiban yang harus manusia penuhi yang berkaitan

dengan hak allah terdapat dalam surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi:

4 Nurul Huda & Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010)
h.  293

5 Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat , (Solo: Tiga Serangaki, 2008), Cet. Ke-1, h. 13
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Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
(Q.S. At-Taubah: 103).

Zakat seperti tertulis dalam ayat di atas mengandung pengertian bahwa

setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai nishab

wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya

kepada orang-orang yang berhak. Zakat secara linguistik memiliki makna

ganda yaitu pertumbuhan (growth) dan juga pembersihan (purification)6.

C. Hukum dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada

bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan.

Ijma (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang

mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam7.

a. Al-Qur’an

Zakat merupakan salah satu instrument perekonomian Islam. Zakat

adalah bagian harta yang wajib diberikan kepada para mustahik dengan

nishab dan haul yang telah ditentukan juga memiliki fungsi sosial. Selain

itu, zakat juga memiliki landasan jelas dalam al-Qur’an dan hadis yang

6 Departemen Agama RI, Al-qur’an dn Terjemahnya, (Bandung: PT. Syamil Cipta
Media), h. 203

7 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana , 2010),  hal.
408
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menunjukkan suatu kewajiban dari Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-

dalil dalam al-Qur’an maupun yang terdapat dalam hadis, antara lain

seperti:

Perintah zakat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:







Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta

orang-orang yang ruku.” (Q.S. Al-Baqarah: 43).

Surat Al-Bayyinah ayat 5:










Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan
menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.
(Q.S. Al-Bayyinah: 5).

Surat Al-Ma’aarij ayat 24-25:







Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (Q.S. Al-

Ma’aarij: 24-25)
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Mengenai penarikan zakat, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa

No.15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa” Penarikan zakat adalah kegiatan

pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan

objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat

tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.

Pengelolaan zakat untuk beasiswa DSN-MUI mengeluarkan fatwa

Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996

bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan

bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan

tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan

1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat

untuk beasiswa, yaitu :

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya

pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai

berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk

beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah,

yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur’an surat

At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut

sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya

umum”. Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah : Sidang memberikan
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pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat

beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik.

2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.

3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa

Indonesia.8

D. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki

nisab dari segala jenis harta yang wajib dizakati.

Sebuah harta dianggap telah mencapai nisab apabila memenuhi kriteria

berikut:

1. Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal,

kendaraan, dan alat-alat kerja.

2. Telah mencapai haul hijriah. Permulaan haul dihitung dari hari memiliki

nisab. Nisab ini harus tetap utuh setahun penuh. Jika di tengah-tengah

tahun nisab berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai

lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut9.

8 Komisi Kominfo MUI, “Pemberian Zakat untuk Beasiswa”, artikel diakses pada 18
Oktober 2015 dari http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/19.-Pemberian-Zakat-Untuk-Bea-
Siswa.pdf.

9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 58
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Ketentuan zakat atas segenap orang muslim merdeka yang mempunyai

harta kekayaannya dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Beragama Islam. Orang kafir atau bukan muslim walaupun harta

kekayaannya banyak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

2. Merdeka. Karena itu hamba sahaya (budak) tidak wajib mengeluarkan

zakat.

3. Memiliki harta yang sempurna. Jika sesuatu harta belum dimiliki secara

sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh tidak wajib

dikeluarkan zakatnya.

4. Sampai Nishab. Mengenai masalah nisab ini hendaklah berlebih dari

kebutuhan sehari-hari atua kebutuhan penting bagi seseorang seperti untuk

makan, pakaian, tempat tinggal dan sarana untuk mencari nafkah.

5. Dimiliki sampai satu tahun lamanya (haul). Permulaannya dihitung dari

saat dimiliki nisab. Jika terjadi kekurangan ditengah tahun, kemudian

kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukup itu.

Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan tidak

syarat demikian melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu

panen10.

Dalam buku Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd disebutkan

bahwa para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang

Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak

10 Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, (Jakarta:
Nuansa Madani, 2001), Cet.Ke-1, h. 6
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milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab. Namun para ulama

berbeda berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas anak yatim, orang

gila, hamba sahaya, kafir dzimmi, dan orang yang tidak pasti kepemilikan

hartanya (seperti orang yang mempunyai hutang, atau memiliki piutang, atau

hartanya yang bisa diambil)11.

Mengenai penjelasan tentang kewajiban membayar zakat harta anaka

kecil dan orang gila, Sayid Sabiq dalam bukunya mengatakan bahwa wali

anak dan wali orang gila wajib menunaikan zakat mereka berdua ketika harta

tersebut telah mencapai nisab. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa

Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:

رُ كُهُ تاَْ كُلَهُ الصَّدَ قَةُ  ..)امام ملكرواه (.مَنْ وُليَِّ مَالُ اليَتيْمِ فَـلْيَتَّجِرْ ببِهِ وَلآ يَـتـْ

Artinya: “Barang siapa yang memegang urusan anak yatim yang

memilikiharta, hendaklah ia mengembangkannya dengan

perniagaan dan tidak membiarkannya agar (harta itu) tidak

termakan oleh zakat”. (HR. Imam Malik)

Sanad hadist ini dhaif. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Hadist ini

memiliki penguat dari hadist mursal menurut Syafi’i. Syafi’I juga

mengukuhkan dengan keumuman hadist-hadist sahih yang mewajibkan zakat

secara mutlak. Disamping itu, Aisyah r.a. mengeluarkan zakat harta anak-anak

yatim yang berada dalam asuhannya12.

11 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid I, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 509
12 Sayid Sabiq, Op. Cit, h. 59
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Mengenai wajib zakat orang yang memiliki utang, barang siapa yang

memiliki harta yang telah wajib dizakati, sedang ia memiliki utang yang harus

ia bayar, maka ia harus membayar utangnya dengan harta tersebut dan

membayar zakat jika sisanya mencapai sisanya. Jika tidak mencapai nisab, ia

tidak wajib membayar zakat karena dalam keadaan itu ia termasuk orang fakir.

Rasulullah SAW. bersabda,

..)رواه بخارى(لاَصَدَقَةَ إِلاَّعَنْ ظَهْرِ غِنىَ 
Artinya: “Tidak wajib zakat, kecuali ketika seseorang dalam keadaan kaya.”

(HR. Bukhari)

Beliau juga bersabda,

..)رواه بخارى(تُـؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ وَتُـرَدُّ عَلَى فُـقَراَئهِِمْ 
Artinya: “Zakat diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-

orang fakir”. (HR. Bukhari)

E. Pihak yang Berhak atas Zakat (Mustahiq Zakat)

Berdasarkan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60, mereka yang berhak

atas zakat adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah:
60).

1. Orang-orang fakir: Lafazh Fuqara merupakan bentuk plural/jamak dari

kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun

tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian,

tempat tinggal, dan lain sebagainya13.

2. Orang-orang miskin: yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu

pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya

yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan

lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung

jawabnya14.

3. Amil zakat: adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan

pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun

harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga

mendistribusikannya kepada para mustahik zakat15.

4. Para muallaf: Dalam bahasa Arab, kata al-mu’allafah merupakan bentuk

plural dari kata mu’allaf,diambil dari kata ta’alluf yang berarti

menyatukan hati. Golongan ini dinamakan mu’allaf denga  harapan

13 El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h.157
14 Ibid. h. 160.
15 Ibid, h. 161.
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kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena

mendapat sokongan berupa materi16.

5. Budak/riqab artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan

usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk

merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan

ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan ke asnaf

lainnya17.

6. Gharim/orang yang berutang: yang dimaksud gharim disini ada 3 macam,

yaitu: 1). Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau

mendamaikan pertikaian/permusuhan. 2). Orang yang meminjam guna

keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. 3). Orang

yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus mesjid,

madrasah atau pesantren menangguang pinjaman guna keperluan mesjid,

madrasah atau pesantren ini.

7. Sabilillah: yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan

sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk

sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu

syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

8. Ibnu sabil: yang dimaksud ibnu sabil ialah orang yang mengadakan

perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu.

Akan diberikan zakat jika memang menghendaki dan tidak bepergian

16 Ibid, h. 165
17 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Umat, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 41
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untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya

disediakan sekadarnya18.

Dan adapun syarat-syarat bagi mustahiq zakat yaitu:

1. Seorang yang menerima zakat harus beragama Islam.

2. Bukan orang yang wajib dinafkahkan: orang yang menerima zakat

bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat19.

3. Tidak mampu bekerja: para fakir dan miskin yang berhak mendapatkan

zakat adalah mereka yang tidak mampu menjalankan suatu pekerjaan yang

tidak layak baginya, yang dengan pekerjaan itu ia dapat mencukupi

kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.

4. Berada di daerah penghasil zakat.

5. Bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib: Imam Muslim

meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda “Zakat tidak dihalalkan bagi

kami.” Imam Bukhari juga meriwayatkan, bahwa Rasululullah SAW.

bersabda, “Tidak tahukah kalian bahwa keluarga Muhammad tidak

memakan zakat”20.

F. Jenis-Jenis Harta yang Wajib di Zakati

1. Jenis-Jenis Harta yang disepakati wajib dizakati

18 Ibid, h. 42.
19 El-Madani, Op. Cit, h. 177
20 Ibid, h. 181
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Harta-harta yang dizakati dari harta-harta lahir, ialah: binatang,

tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dari harta-harta yang tersembunyi,

ialah: emas, perak dan barang perniagaan.

Maka yang disepakati wajib zakat dari harta-harta yang tersebut adalah:

a. Dari barang logam, emas dan perak

b. Dari tumbuh-tumbuhan ; kurma

c. Dari biji-bijjian: gandum dan sya’ir

d. Dari binatang : unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri yang

kesemuanya mencari makanan sendiri dan tidak dipekerjakan.

Kata Ibnu Hazm : “ Tidak wajib zakat, melainkan pada delapan

macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, unta, lembu,

(termasuk di dalamnya kerbau), kambing, dan biri-biri.

Dan kata Abu Muhammad pula : “ Telah berselisihan faham para

ulama salaf tentang mewajibkan zakat selain dari yang disebut di atas ini.

Sebagian mereka mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan.

2. Jenis harta benda yang diperselisihkan wajib zakat

Harta benda yang mereka perselisihkan wajib zakat ialah:

a. Emas dan perak yang menjadi perhiasan

b. Ma’din (logam) yang selain dari emas dan perak.

c. Benda-benda yang dikeluarkan dari dalam laut.

d. Barang perniagaan.
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e. Binatang-binatang yang tersebut seperti unta, lembu, kerbau, kambing,

biri-biri yang kesemuanya mencari makanan sendiri dan tidak

dipekerjakan.

f. Kuda

g. Madu

h. Buah-buahan yang selain dari gandum, sya’ir, dan tamar (korma).

i. Zabib atau anggur kering.

3. Jenis harta yang disepakati tidak wajib di zakati.

Jenis harta yang disepakati tidak wajib zakat ialah : “ segala harta

(benda) yang diusahakan untuk dipergunakan di rumah tangga atau untuk

disimpan dan dibendaharakan saja; bukan untuk diperniagakan, baik

jauhar (barang permata) seperti ; yakut maupun permadani, bantal, kain,

pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu

dan sebagainya21.

G. Pendistribusian Zakat dalam Islam

Dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber

zakat. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai

sasaran yang telah diketahui/ direncanakan. Mengingat zakat adalah dana

kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses

21 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992), h.
72
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pertangungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang

dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan

(syariah)22. Lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat memiliki peran

penting dalam kegiatan ini, dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten

dalam pengelolaan dana, sekaligus memegang teguh kepercayaan para

muzakki yang telah mempercayakan dananya untuk diberikan kepada para

mustahik.

Kalau kita melihat sejarah di masa Rasulullah pun, orang-orang yang

serakah tidak dapat menahan air liurnya melihat harta zakat ang bertumpuk.

Tetapi Rasulullah tidak memperhatikan mereka yang serakah itu dan mulailah

mereka menggunjing, memperkatakan kedudukan Rasulullah, karena nafsu

mereka tidak terpenuhi, kemudian turunlah ayat yang menyingkap sifat-sifat

orang munafik dan serakah itu Allah berfirman dalam surat At-Taubah 58-59 :


















Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang
(distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya,
mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian

22 Umrotul Hasanah, Op.Cit. h. 61
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dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau
mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah
dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi
Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan
demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-
orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu
lebih baik bagi mereka). (QS. At-Taubah: 58-59)

Setelah turun ayat tersebut di atas, siapa orang-orang yang berhak

menerima zakat. Sekiranya ada orang yang meminta sebagian zakat, nabi

melihat dan menyeleksi lebih dahulu, apakah dia termasuk kedalam kelompok

delapan yang disebutkan dalam ayat 60 surat at-Taubah di atas23.

Menurut Ibnu Taimiyyah mereka yang bekerja untuk kepentingan

zakat, termasuk kolektor, pemelihara dan yang terlibat dalam pemeliharaan

penghitungan dan sebagainya, disebut amilin. Pada garis besarnya tugas para

amil zakat dikategorikan menjadi dua kelompok besar : 1) para pengumpul

yang bertugas mengamati dan menetapkan muzakki, menetapkan jenis-jenis

harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar.

Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para

petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Dalam hal

ini para pengmpul memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat,

misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan

sebagianya. 2) Para pembagi, mereka bertugas mengamati dan menetapkan,

setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang

berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian

mendistribusikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan

23 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 91-92
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mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka

masing-masing24.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi dalam dua jenis:

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur

organisasi BAZ dan LAZ secara umum terdiri atas Bagian Penggerak Dana,

Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Satu hal

yang paling sensitif dan kritis serta sangat erlu diperhatikan adalah system

akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. Sebagai sebuah

lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus

memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan

menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut diantara lain

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan

sehingga bergabai laporan keuangan dapat lebih mmudah dibuat dengan

akurat dan tepat waktu. Lebih daripada itu, keamanan dana akan relative lebih

terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Sistem kontrol ini akan

membuat semua transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses

keuangan dan transaksi  benar-benar efektif dan efisien25.

Selain harus memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan

yang baik, BAZ dan LAZ juga harus memiliki prinsip organisasi yang harus

dipegang sebagai landasan atau acuan dalam tiap pengambilan keputusan

dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat. Kedua jenis

organisasi ini seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip.

24 Mawardi, Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat Indonesia, Jurnal 2005, h. 178
25 Umrotul Hasanah, Op. Cit, h. 66
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Pertama, Independen maksudnya lembaga ini tidak mempunyai

ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang

demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada

masyarakat donatur. Kedua, Netral. Karena didanai oleh masyarakat, sehingga

dalam menjalankan aktifitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan

golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika

tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari

golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan

sebagian donatur potensialnya.

Ketiga, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat

universal. Di mananpun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau

miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh

mendasarkan ada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan

parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara

syariah maupun secara manajemen. Keempat, tidak berpolitik praktis.

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu

dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dan itu tidak digunakan

untuk kepentingan partai politik26.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat,

kinerja manajemen BAZ dan LAZ selayaknya pun harus dapat diukur.

Keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari

operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya. Pertama,

26 Ibid, h. 70
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amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh

setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan zakatnya para

muzakki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya lagi. Kondisi ini

menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Tanpa adanya sifat

ini, semua system yang dibangun bisa terancam hancur seperti hancurnya

perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya moral

(moral hazard) para pelaku ekonomi27.

Kedua, propesional. Untuk menjadi profesional, salah satu caranya

adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji secara layak, sehingga

segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.

Amil zakat yang profesional tidak mencari tambahan penghasilan sehingga

dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Hanya dengan

profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat dapat memberikan

manfaat yang optimum, efektif, dan efisien.

Ketiga, transparan. Dengan tranparannya pengelolaan zakat, maka

akan tecipta suatu system kontrol yang baik, karena pengontrolannya ini tidak

hanya melibatkan pihak inernal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan

pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas.

Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan

masyarakat28.

27 Ibid, h. 71
28 Ibid, h. 72


